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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum dan faktor pendorong 
terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak dan perlindungannya serta upaya 
yang dilakukan untuk menanggulagi terjadinya Perdagangan Anak khususnya di 
Wilayah Surakarta. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data 
sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan 
data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum 
tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Perlindungannya, antara lain Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, serta perlindungan khusus korban perdagangan anak. 
Faktor pendorong terjadinya antara lain pergaulan, rasa ingin tahu, ekonomi, 
keluarga, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan faktor penunjang yaitu 
perkembangan zaman, transportasi, teknologi dan komunikasi, tingginya 
permintaan pekerja seks serta kurangnya pendidikan dan peluang kerja, mobilitas 
perempuan dan anak terbatas, dan berkurangnya kepedulian masyarakat. Adapun 
upaya penanggulangannya dengan pendidikan agama, kebutuhan anak tercukupi, 
serta kontroling terhadap anak.  
 
Kata kunci:  perlindungan hukum, tindak pidana, perdagangan anak  
 
ABSTRACT 
The purpose of this study to determine the legal arrangements and the factors 
driving the Crime of Trafficking in Children and their protection as well as the 
efforts made to order to the occurrence of child trafficking, especially in 
Surakarta. The research method using descriptive empirical jurisdiction. The data 
source consists of the primary data and secondary data, interview the legal data of 
primary, secondary and tertiary. Data were collected through the study of 
literature and field research (interviews), then the data is analyzed qualitatively. 
The results showed legal arrangements on the Crime of Trafficking and its 
protection, including the Code of Penal (Penal Code), Act No. 21 of 2007 on the 
Eradication of Trafficking in Persons, Act No. 35 of 2014 on amendment oF No. 
23 of 2002 on protection of children, as well as the special protection of 
trafficking victims. The driving factors for the occurrence of, among others, 
socially, curiosity, economic, family, environment, law enforcement and 
supporting factors are the times, transport, technology and communications, the 
high demand for sex workers as well as lack of education and employment 
opportunities, mobility of women and children is limited, and reduction of public 
concern. The efforts to overcome with religious education, children's needs 
fulfilled, and controlling of children. 
 
Keywords: legal protection, crime, trafficking in children 
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1. PENDAHULUAN 
Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan 
cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan 
tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 
perekonomian.
1
 Hal tersebut yang membuat banyak fenomena yang dihadapi 
Indonesia sekarang ini diantaranya fenomena dibidang hukum, khususnya 
kejahatan perdagangan anak. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-
anak adalah kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana 
perdagangan orang. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan 
pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktik sejenis itu. 
2
  
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah mengatur tentang 
pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-
hak anak, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 
28B ayat (2) yang menyebutkan “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”3 Dengan demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus 
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha 
melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
4
 Perlindungan 
hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan 
perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin 
terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas 
pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, 
di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. 
                                                          
1
 Moh Hatta, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Yogyakarta: 
Libetry, hal. 2. 
2
 Ibid., hal. 5. 
3
 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B   
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 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, hal. 52. Dalam 
Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Bandung: Refika 
Aditama, hal. 97. 
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Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 juncto Undang-undang 
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: Setiap 
anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari 
perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 




Upaya perlindungan hukum terhadap anak salah satunya dengan mencegah 
dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Anak harus 
dilakukan secara terus menerus demi terciptanya kualitas di masa yang akan 
datang. Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan hak untuk hidup, hak 
untuk bebas dari perbudakan, karena Hak Asasi Manusia bersifat Universal 
dikarenakan tidak membedak-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama dan lain-
lain sehingga wajib untuk setiap negara melindungi serta menjamin Hak Asasi 
Manusia. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Anak dan perlindungannya, dan faktor-faktor yang mendorong 
terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak serta upaya yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya Perdagangan Anak khususnya di Wilayah Surakarta. 
Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah (1) Manfaat 
teoritis, yakni dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman Ilmu Hukum 
khususnya mengenai Hukum Pidana dan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi. masyarakat dalam bidang hukum pidana, Khususnya 
mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak di Wilayah Hukum 
Surakarta, (2) Manfaat praktis yakni memberikan jawaban bagi penulis mengenai 
permasalahan yang dikaji serta memberikan informasi kepada masyarakat luas 
tentang hukum pidana pada umumnya dan perdagangan anak pada khususnya 
dalam kaitannya perlindungan terhadap korban perdagangan anak serta dalam 
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 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Bandung:  Refika 
Aditama, hal. 82. 
4 
rangka pencegahan perdagangan anak yang saat ini semakin marak terjadi di 
masyarakat. 
 
2. METODE  
Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan 
dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh 
mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu 
permasalahan itu.
6
 Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara 
dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) 
kemudian data dianalisis secara kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dan 
Perlindungannya 
Kelompok rentan perdagangan (trafficking) untuk menjadi korban adalah 
orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki mapaun perempuan yang pada 
umumnya berada dalam kondisi rentan, (a) Seperti laki-laki, perempuan dan anak-
anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh dalam 
perkotaan; (b) Mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; (c) Yang 
terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; (d) Anggota keluarga 
yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan orang tua atau wali, 
orang tua atau wali sakit keras, atau meninggal dunia; (e) Putus sekolah;  
(f) Korban kekerasan fisik, psikis, seksual; (g) Para pencari kerja (termasuk buruh 
mrigan); (h) Perempuan dan anak jalanan; (i) Korban penculikan; (j) Janda cerai 
akibat pernikahan dini; (k) Mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau 
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Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 
Muhammadyah University Press, hal. 1. 
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lingkungannya yang bekerja; (l) Bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa 
bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.
7
 
Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah dengan 
melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia 
untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama di muka hukum 
sesuai Undang-Undang.  Bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah 
berkaitan dengan hak asasi korban seperti bantuan fisik, hak untuk mendapatkan 
pembinaan dan rehabilitasi, memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak 
memperoleh ganti kerugian (restitusi atau kompensasi). 
Berikut beberapa pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan 
anak dan perlindungannya: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
yakni Pasal 297, Pasal 301, Pasal 324, Pasal 328, dan Pasal 330; (2) Undang-
Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang; (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (4) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;  
(5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak 
Ekosob; (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban; (7) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan 
anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Protocol To The Convention On The 
Right Of The Child On The Sale Of Childern, Child Prostitution and Child 
Pornography)  
Bentuk lain dari perlindungan terhadap korban Tindak Pidana antara lain: 
(1) Pelayanan Perempuan dan Anak. PPA terbentuk di setiap kepolisian Daerah 
(provinsi), kepolisian Wilayah dan kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang 
dikelola oleh polisi wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan 
anak korban kejahatan termasuk perdagangan anak; (2) Bantuan hukum. Kepada 
korban perdagangan orang kerap mendapatkan layanan bantuan hukum dan 
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Anak dan Perempuan, Jakarta, hal. 6.  
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pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang 
kerap menjadi saksi atas kasusnya. 
3.2. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana 
Perdagangan Anak 
Beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana 
Perdagangan Anak, antara lain: Pertama, faktor pergaulan. Anak di zaman 
sekarang sangat terpenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan tehknologi seperti : 
komputer (PC), Hand Phone dan lain-lain. Teknologi yang sekarang sudah banyak 
menggunakan beberapa aplikasi seperti Media sosial yang tengah marak 
dikalangan masyarakat. Hal ini merupakan faktor yang berperan besar dimana 
anak dapat bergaul bebas tanpa pengawasan orang tua, bahkan Anak dapat 
berkenalan dengan siapa saja, sementara banyak pengguna Media Sosial yang 
tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan kemajuan informasi dan teknologi 
zaman sekarang untuk berbuat kejahatan. 
Kedua, faktor rasa ingin tahu anak. Rasa ingin tahu yang dimiliki anak 
mendorong rasa penasaran anak terhadap hal-hal baru yang mungkin tidak mereka 
dapat sebelumnya di dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal atau sekolah. 
Ketertarikan mereka pada sesuatu yang baru inilah kerap dijadikan modus 
operandi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan menawarkan sesuatu 
yang menarik kepada anak yang akan dijadikan korban. 
Ketiga, faktor ekonomi. Anak yang berasal dari keluarga yang tidak 
mampu merupakan sasaran yang sering dituju pelaku Tindak Pidana Perdagangan 
anak. Himpitan ekonomi membuat Anak yang ada dalam keluarga ini dituntut 
untuk bertanggung jawab membantu keluarga. Anak yang berada di dalam kondisi 
seperti ini rentan terhadap Trafficking dimana pelaku menggunakan modus 
operandi dengan menawarkan pekerjaan di luar Kota atau Wilayah dengan gaji 
atau upah yang besar.  
Keempat, faktor keluarga. Kurangnya perhatian orang tua terhadap Anak 
banyak membawa dampak bagi Anak. Pemenuhan kebutuhan anak merupakan 
kewajiban orang tua, bukan hanya terkait pemenuhan materi saja. Anak juga perlu 
diberikan kasih sayang yang cukup. Petingnya memberikan pengajaran nilai-nilai 
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agama, moralitas dan pemahaman kepada anak untuk menyikapi perkembangan 
zaman. Hubungan yang tidak harmonis antara Anak dengan orang tuanya dapat 
membuat Anak tidak lagi memperhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang 
tua dan faktor-faktor tersebut dapat membuat anak mencari kesenangan atau 
pengalaman baru yang menyimpang dan rentan menjadi korban Trafficking. 
Kelima, faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar rumah atau lingkungan 
di sekolah membawa pengaruh besar bagi perkembangan anak. Anak banyak 
menyerap hal baru yang mereka dapatkan dari lingkungan tempat mereka 
bermain. Lingkungan yang bersifat materialisme maupun konsumtif membuat 
Anak ingin memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak terpenuhi dari orang 
tua. Keadaan ini yang membuat Anak akan mudah melakukan hal-hal negatif 
termasuk mudah terjerumus dalam Trafficking.  
Keenam, faktor lemahnya penegakan hukum. Faktor lemahnya penegakan 
hukum khususnya di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Pejabat penegak 
hukum dan imigrasi dapat disuap oleh pelaku Trafficking untuk tidak menangkap 
pelaku. Imbalan sejumlah uang juga diberikan kepada aparat penegak hukum guna 
melancarkan kegiatan-kegiatan Trafficking tersebut. Pengaturan Hukum mengenai 
Tindak Pidana saja belum dirasa cukup untuk menanggulagi Tindak Pidana ini. 
Banyak faktor yang mempengaruhi atau mendorong terjadinya kejahatan ini. 
Dalam garis besar kasus perdagangan orang di Surakarta maupun daerah-daerah 




 Kondisi di atas juga didukung oleh banyaknya permintaan dari tempat-
tempat hiburan malam yang biasanya teletak diluar Pulau Jawa seperti 
Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan 
diatas, berikut beberapa faktor penunjang terjadinya perdagangan orang 
khususnya perempuan dan anak yaitu (1) Perempuan dianggap cocok untuk 
pekerjaan dalam produksi dan pekerjaan dalam sektor informal,  
(2) Berkembangnya industri dibidang seks atau dunia hiburan malam, (3) 
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Endang TH, Kasubnit I PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Surakarta, Wawancara 
Pribadi, Surakarta, Senin 24 Oktober 2016, Pukul 10.19 WIB.  
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Pekerjaan Trafficking nyaris tanpa resiko dan keuntungannya yang didapat oleh 
pelaku cukup besar, (4) Kurangnya kehendak dan kesadaran serta sulitnya 
mengadili para pelaku Trafficking termasuk lembaga yang menerima dan 
memanfaatkan korban, (5) Mudahnya kontrol dan manipulasi terhadap perempuan 
dan anak-anak, (6) Permintaan pekerja seks di bawah umur karena Anak dianggap 




Sementara itu, terdapat faktor yang mendorong terjadinya Trafficking 
selain yang telah dijelaskan di atas, yakni faktor-faktor menunjang penawaran 
atau persediaan antara lain: (1) Kurangnya pendidikan yang memadai terutama 
untuk keluarga yang kurang mampu dalam segi perekonomian; (2) Kurangnya 
peluang pekerjaan yang memadahi; (3) Dibandingkan dengan pria, perempuan 
kurang mempunyai mobilitas dan akses informasi peluang kerja; dan (4) Sikap 




Pola perdagangan manusia sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat 
lainnya, namun ada beberapa karakteristik pokok pola perdagangan manusia yang 
terjadi yaitu: (1) Perdagangan manusia terjadi baik di dalam atau di luar negara; 
(2) Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir seperti, layanan 
rumah tangga atau pembantu rumah tangga, pekerja seksual, kawin paksa, 
pekerjaan yag diperas tenaganya dengan gaji yang rendah; (3) Kebanyakan pelaku 
perdagangan memakai berbagai kecurangan atau penipuan guna menjalin 
kerjasama dengan orang yang mengalami Trafficking daripada menggunakan 
kekerasan secara langsung terhadap korban. Keadaan yang lazim dilaporkan 
terjadi pada anak-anak perempuan atau perempuan muda ditipu tentang jenis 
pekerjaan yang akan dilakukannya di luar negri atau perkerjaan yang mereka 
harapkan; (4) Orang yang mengalami perdagangan manusia biasanya sulit untuk 
melepaskan diri dari jeratan iu. Pelaku perdagangan manusia dan orang-orang 
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yang berada dalam jaringan tersebut biasanya menggunakan beragam cara seperti 
penyekapan, ancaman, intimidasi, penahanan sejumlah dokumen pribadi, 
kekerasan agar korban tidak melarikan diri. 
Karakteristik pokok pola perdagangan manusia Selanjutnya yang ke  
(5) Pelaku perdagangan manusia banyak menggunakan berbagai cara rekuitmen 
seperti membayar sejumlah uang kepada orang tua atau wali, menjanjikan 
pekerjaan atau sesuatu yang menjanjikan di masa yang akan datang. Rekuitmen 
dengan melakukan penculikan langsung terhadap korban sangat dihindari oleh 
para pelaku Trafficking; (6) Perdagangan manusia semakin marak dikarenakan 
korupsi sektor publik. Terutama yang dilakukan oleh petugas imigrasi dan polisi 
yang sangat membantu para pelaku dan korbannya dengan mudah masuk ke 
negara lain yang menjadi tujuan secara ilegal dan memberikan perlindungan pada 
kegiatan tersebut; (7) Korban perdagangan manusia yang dikirim ke luar negri 
dengan cara yang ilegal inilah yang membuat para korban ketergantungan tehadap 
pelaku tindak pidana perdagangan manusia dan hal inilah yang menjadi suatu 
penghambat untuk korban meminta tolong kepada pihak luar.
11
  
1.3. Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Terjadinya Perdagangan 
Anak Khususnya di Wilayah Surakarta 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan 
Anak dapat dilakukan dari Orang Tua Anak yang mempunyai peran dan pengaruh 
besar terhadap Anak, yang dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Penanaman nilai-
nilai keagamaan, pemahan ini sangat penting dan merupakan pondasi setiap 
individu terutama Anak, agar di dalam kehidupannya yang sekarang maupun 
kelak tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Jika seseorang patuh dalam beragama 
dan meyakini Tuhan Yang Maha Esa selalu bersamanya maka seseorang tidak 
akan pernah berbuat yang menyimpang dari ajaran nilai agama; (2) Mencukupi 
kebutuhan Anak dalam mengenyam bangku pendidikan agar Anak kelak dapat 
terjun dalam masyarakat dengan ilmu yang diperolehnya di sekolah dan ilmu 
tersebut dapat berguna kelak untuk kehidupan Anak mendatang; (3) Kebutuhan 
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yang diperlukan Anak terpenuhi, dalam hal ini bukan hanya soal materi saja, anak 
membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua, keluarga atau lingkungan 
tempat Anak tinggal. Memenuhi hak-hak Anak yaitu hak kelangsungan hidup, 
tumbuh kembang, perlindungan, dan pertisipasi serta nondiskriminasi. Orang tua 
juga harus menciptakan kesempatan bagi Anak agar dapat mengaktualisasikan 
potensi diri secara optimal. 
Upaya selanjutnya adalah: (4) Mengajarkan anak untuk berbaur yang 
wajar dengan teman sebaya atau saat langsung terjun di dalam masyarakat;  
(5) Memberikan pemahaman kepada anak untuk menyikapi perkembangan zaman 
yang saat ini luar biasa dari segi informasi dan komunikasi; (6) Menumbuhkan 
rasa tanggung jawab Anak, dan melakukan kontrol terhadap Anak, sejauh mana 
Anak menggunakan alat komunikasi yang tepat serta tidak menyimpang;  
(7) Pembelajaran masalah seksual pada tataran usia yang dianggap perlu seperti 
pemahaman tentang alat reproduksi, apa akibatnya jika melakukan sebelum 
waktunya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (8) Kontroling 
terhadap anak harus dilakukan orang tua dalam hal ini mengontrol segala kegiatan 
Anak dengan banyak mengikuti perkembangan teknologi, komunikasi, dan 
informasi agar dapat mengawasi kegiatan yang dilakukan Anak. Peran orang tua 
dalam Pemenuhan materi juga dapat membuat anak banyak melakukan hal yang 




Pemerintah melalui aparat penegak hukum juga mempunyai peranan yang 
sama terhadap pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana ini. Upaya yang 
dilakukan untuk menanggulangi masalah perdagangan anak dalam hal ini, antara 
lain: Pertama, melakukan penyuluhan mengenai informasi Tindak Pidana 
Perdagangan Anak yang dilakukan di sekolah dengan memberikan pemahaman 
terhadap anak seperti: (a) Pemahaman akan keadaan zaman sekarang yang sudah 
banyak kejahatan dilakukan terhadap anak; (b) Pemahaman dunia teknologi, 
informasi dan komunikasi dan cara menggunakannya dengan positif atau tidak 
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menyimpang; (c) Menghimbau anak-anak agar berhati-hati dengan orang asing 
atau orang yang baru dikenal; (d) Memberikan pemahaman terhadap anak agar 
tidak mudah terkena bujuk rayu orang, terutama yang baru saja dikenal. 
Kedua, melakukan penyuluhan di masyarakat mengenai Tindak Pidana 
Perdagangan Anak, antara lain: (a) Pemahaman tentang aturan hukum yang 
mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan anak beserta hak-hak anak yang 
telah dijamin dalam beberapa Undang-Undang; (b) Bahaya atau dampak yang 
ditimbulkan dari Tindak Pidana itu di Daerah yang rawan terjadi; (c) Memberikan 
gambaran tentang modus operandi pelaku Tindak Pidana Perdagangan anak yang 
sering digunakan; (d) Memberikan pendidikan agama kepada masyarakat agar 
menjauhi hal yang buruk tersebut agar tidak terjerumus di dalam Trafficking baik 
sebagai seplaku maupun korbannya. 
Ketiga, menghukum para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak beserta 
pihak yang menerima dan mengeksploitasi korban dengan setimpal dan sesuai 
undang-undang yang berlaku, agar dapat memberikan efek jera, dan membunuh 
jaringan perdagangan manusia khususnya di Indonesia. 
Keempat, memberikan ganti kerugian yang sesuai terhadap korban dan 
melakukan rehabilitasi seperti memberikan ketrampilan, pelatihan, perawatan 
kesehatan dan kesejarteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan 




Secara umum yang menjadi kendala dalam penanggulangan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, antara lain: (1) Permintaan pasar yang terus meningkat 
terutama dengan korban anak-anak karena adanya pemikiran bahwa anak masih 
bersih dari penyakit yakni HIV/AIDS; (2) Lemahnya moral, norma dan nilai-nilai 
agama; (3) Globalisasi dan kemajuan teknologi, informasi serta komunikasi;  
(4) Masih adanya pandangan di beberapa masyarakat bahwa perdagangan wanita 
atau anak merupakan bisnis yang biasa; (5) Aparat birokrasi di dareh belum 
memiliki kesadaran hukum yang tinggi berkaitan dengan masalah administrasi 
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kependudukan sehingga banyak bermunculan dokumen-dokumen kependudukan 
yang palsu; (6) Kemajuan di bidang transportasi yang memudahkan operasi 
Trafficking ini memindahkan korbannya baik antar wilayah maupun antar negara; 
(7) Berkembangnya jaringan Trafficking yang semakin kuat dan luas; dan  
(8) Sulitnya penyidikan terhadap kasus yang dikarenakan korban perdagangan 
orang tidak ingin kasusnya diusut, atau karena korban tidak mengenal agen yang 
merekrut, memindahkan serta mengeksploitasi, terlebih korban kerap dengan 
sengaja memalsukan identitas seperti nama atau umur dari korban tersebut. 
Selanjutnya, kasus mengenai Perdagangan Anak yang telah diputus oleh 
Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Nomor Register Nomor: 
201/Pid.Sus/2016/PN.Skt dengan Terdakwa 1 yaitu Wisnu Subroto als Balung bin 
Suparmin dan Terdakwa 2 yaitu Indah Winarni als Iin Binti Slamet Widodo 
(keduanya suami isteri) pada hari Senin, tanggal 08 Pebruari 2016 sekitar pukul 
21.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidak 
tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kafe Idola yang beralamat di Kp. Jaras 
Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab Kutai Barat Kalimantan Timur, 
dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. 
Berdasarkan syarat pemidanaan, yang pertama yakni syarat objektivf yaitu 
perbuatan, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1 Wisnu Subroto als Balung 
bin Suparmin dan Terdakwa 2 Indah Winarni als Iin binti Slamet telah memenuhi 
unsur-unsur Pasal 83 jo Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan 
pengertian tentang perdagangan orang merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nommor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Kedua yakni Syarat subjektif yaitu berupa kesalahan bahwa 
terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”. Selain itu apabila 
dilihat dari syarat mempu bertanggungjawab bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 
mampu, karena telah dihadapkan dipersidangan sehat secara jasmani dan rohani.  
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Menurut hemat penulis mengenai analisis kasus di atas dasar hukum yang 
digunakan sebagai dasar putusan telah sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku serta menjadi gambaran nyata adanya upaya perlindungan hukum yang 
diberikan pada korban perdagangan anak, namun untuk penjatuhan pidana 
memang tidak sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya yang 
menuntut masing-masing hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 
dikurangkan selalma Terdakwa ditangkap dan ditahan ditambah denda 
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Terdawa 1 dan Terdakwa dua dijatuhi 
hukuman dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda 
sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, mengingat ada 




Pertama, pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak 
dan Perlindungannya, aturannya antara lain: (a) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Pasal 297, Pasal 301, Pasal 324, serta Pasal 330, (b) Undang-
Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 17 perlindungan 
terhadap korban perdagangan orang selanjutnya terdapat dalam Pasal 44-54 
dengan berlakunya Undang-Undang ini juga menghapuskan Pasal 297 dan Pasal 
324 KUHP sesuai ketentuan penutup Pasal 65 UU Nomor 21 thaun 2007,  
(c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76F, Pasal 83, serta 
Perlindungan khusus korban perdagangan Anak dalam pasal 68. Sedangkan 
perlindungan hukum yang lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2, Undang-Undang RI Nomor 4 
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya Pasal 2 ayat (3) dan (4), 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak 
Ekosob, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan 
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anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Protocol To The Convention On The 
Right Of The Child On The Sale Of Childern, Child Prostitution and Child 
Pornography). 
Kedua, faktor-faktor yang mendorong terjadinya Tindak Pidana 
Perdagangan Anak antara lain pergaulan, rasa ingin tahu anak, ekonomi, keluarga, 
lingkungan, lemahnya penegakan hukum. Faktor yang menunjang antara lain: 
perkembangan zaman, transportasi, teknologi dan komunikasi, tingginya 
permintaan pekerja seks. Faktor yang menunjang penawaran: kurangnya 
pendidikan dan peluang kerja, mobilitas perempuan dan anak terbatas, 
berkurangnya kepedulian masyarakat. Karakteristik pola perdagangan orang: 
terjadi antar wilayah atau negara, timbul eksploitasi, menggunakan penipuan, 
ancaman, kekerasan atau penculikan, intimidasi, korupsi sektor publik.  
Ketiga, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 
Perdagangan Anak khususnya di wilayah Surakarta antara lain: pengajaran agama, 
kebutuhan anak tercukupi, pendidikan tercukupi; pengajaran norma dan moralitas, 
kontroling terhadap anak. Guna menaggulangi tindak pidana ini dilakukan upaya-
upaya antara lain penyuluhan di sekolah dengan mengajarkan anak menyikapi 
perkembangan zaman, waspada terhadap orang asing, penyuluhan kepada 
masyarakat tentang aturan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang 
khususnya anak, informasi bahaya dan dampak trafficking, modus operandi 
pelaku, menghukum pelaku tindak pidana dan jaringannya, memberikan ganti 
kerugian kepada korban. Kendala dalam menanggulangi Tindak Pidana 
Perdagangan Anak antara lain permintaan yang meningkat, lemahnya nilai moral 
dan agama, kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi, jaringan Trafficking 
semakin kuat. 
4.2. Saran  
Pertama, kepada pemerintah perlunya sosialisasi yang dilakukan secara 
bertahap dan berkelangsungan tentang hak-hak anak, bahaya serta dampak Tindak 
Pidana Perdagangan Anak dan sosialisasi dengan menanamkan nilai-nilai agama 
dan moralitas kepada masyarakat luas guna memerangi tindak pidana ini. 
Kedua, kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus 
Perdagangan Anak diharapkan dapat mengusut hingga tuntas, jaringan Tindak 
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Pidana ini baik pelaku Tindak Pidana, Orang yang menerima dan mengeksploitasi 
korban perdagangan Anak.  
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